



A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 
penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 
mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian 
sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. 
Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan 
penelitian yang dilakukan penulis. 
Anggraini dan Prasetyo (2017) telah meneliti tentang “Kesiapan 
Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program PKH” 
hasil pada penelitian ini yaitu masyarkat Desa Genting sudah siap dalam 
penerimaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) secara uang elektronik. 
Kesiapan masyrakat merupakan jembatan awal untuk masuk ke dalam sektor 
keuangan dalam kepemilikan rekening dilembaga keuangan formal yang menjadi 
pintu masuk untuk mengkases layanan keuangan seperti tabungan dan kredit. 
Namun pada penelitian ini masih terdapat kendala dalam penyaluran uang 
elektronik yaitu kurang pemahamnnya masyarakat terhadap perbankan dan 
penggunaan uang elektronik sehingga diperlukan peningkatan literasi keuangan 
agar program tersebut berjalan secara efektif dan efisien. 
Suswanto (2014) telah meneliti tentang “Analisis Sistem Informasi 
Akuntansi Penyaluran Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Perdesaan ( Pnpm-Mp ) Oleh Kantor Upk Di Kecematan Woja 
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Kabupaten Dompu” hasil pada penelitian di kecamatan Woja Kab. Dompu ini 
yaitu dokumen yang telah digunakan di UPK Kecamatan Woja dalam penyaluran 
dana PNPM-MP sudah menggunakan dokumen sesuai dengan aturan, walaupun 
masih terdapat kekurangan yaitu  pada dokumen slip penarikan dimana hanya ada 
satu slip saja. Pelaporan keuangan di PNPM-MP UPK Kecamatan Woja sudah 
cukup terperinci walaupun laporan keuangan tersebut tidak dibuat secara terpisah 
sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan peneliti. 
Penelitian pertama lebih fokus terhadap pembahasan bank yang secara teori 
fungsinya adalah penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat sehingga 
menyatakan kesiapan masyrakat dalam penggunaan uang elektronik pada bantuan 
program keluarga harapan sudah cukup siap. Sedangkan pada penelitian kedua 
lebih berfokuskan pada sistem informasi akuntansi dalam penyaluran dana yang 
dirasa oleh peneliti tersebut sudah sesuai dengan aturan petunjuk teknik 
operasioanal. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada 
objek penelitian dan untuk persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu 
analisis sistem informasi akuntansi penyaluran dana dan program keluarga 
harapan.  
B. Tinjauan Pustaka 
1. Sistem 
a) Pengertian Sitem Informasi Akuntansi  
Sistem merupakan dua atau lebih komponen yang saling terkait dan 
berinteraksi untuk mencapai tujuan, yang terdiri dari subsistem yang 
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mendukung sistem yang lebih besar. Informasi adalah sebuah data yang 
dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki pengambilan 
keputusan. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan 
penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi 
informasi (Romney dan Paul, 2015). 
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem 
Informasi Akuntansi adalah sistem informasi utama organisasi dalam 
mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data 
lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan  
b) Tujuan Sistem Informasi Akuntansi  
Menurut Mulyadi, tujuan sistem akuntansi ada empat diantaranya : 
1. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yang 
berfungsi untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan 
memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi. 
2. Menyediakan informasi berbentuk laporan (hasil) kinerja manajemen 
perusahaan bagi pengelolaan kegiatan usaha. 
3. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 
baik informasi mengenai mutu, ketepatan penyajian informasi maupun 
struktur informasinya. 




Berbeda pendapat dan pandangkan menurut (Hall,2001) tujuan sistem 
akuntansi ada tiga diantaranya : 
1. Mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen suatu 
badan/organisasi perusahaan karena semua hal yang terkait dengan 
informasi pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi guna 
mencapai tujuan organisasi merupakan tanggungjawab manajemen 
perusahaan.  
2. Mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen, karena sistem 
informasi akuntansi memberikan informasi yang diperlukan oleh 
pihak manajemen untuk pengambilan kebijakan perusahaan. 
3. Sistem informasi akuntansi dapat membantu personil operasional 
untuk bekerja lebih efektif dan efisien karena sistem ini mendukung 
seluruh kegiatan operasi perusahaan. 
c) Fungsi Sistem Informasi Akuntansi  
Fungsi sistem informasi akuntansi menurut (Mulyadi,2006) 
menyatakan Sistem Informasi Akuntansi mempunyai tiga fungsi penting 
adalah  : 
1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 
dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh 
aktivitas-aktivitas dan beberapa oknum yang terlibat dalam berbagai 
aktifitas. Diharapkan pihak manajemen, pegawai, dan beberapa pihak 
luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal tersebut. 
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2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak 
manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan. 
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset 
organisasi. Termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data 
tersebut tersedia saat dibutuhkan. 
d) Elemen-elemen Sistem Informasi Akuntansi  
Menurut Romney dan Poul sistem informasi akuntansi memiliki lima 
elemen yaitu :  
1. Orang-orang yang berfungsi untuk mengoperasikan dan melaksanakan 
sistem dengan berbagai fungsi. 
2. Prosedur yang dilakukan baik secara manual atau otomatis untuk 
mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktifitas-
aktifitas suatu organisasi. 
3. Data mengenai sebuah aktifitas yang dilakukan mengenai proses-
proses kegiatan organisasi. 
4. Software yang digunakan untuk meproses data organisasi 
5. Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan peralatan yang 
mendukung dalam pengolahan data dan peralatan untuk komunikasi 






e) Komponen Sistem Informasi Akuntansi 
Gambar 2.1 Komponen Sistem Informasi Akuntansi  
 
1. Input 
Sebuah data transaksi yang dikumpulkan dan dimasukkan sebagai 
input kedalam sistem untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan 
maupun informasi non keuangan. 
2. Proses  
Sebuah data transaksi yang telah dikumpulkan lalu di analisis untuk 
menghasilkan sebuah informasi 
3. Output 
Output pada sistem informasi akuntansi berupa sebuah laporan 
keuangan dan laporan internal seperti arus kas, piutang, dan anggaran. 
4. Penyimpanan Data  
Data harus selalu disimpan karena akan dibutuhkan di masa akan 











f) Keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi dan Prohram Keluarga Harapan 
(PKH) 
Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti 
manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. 
Informasi ini dikomunikasikan untuk pengambilan keputusan. Sistem ini 
berguna untuk setiap organisasi dalam pengambilan keputusan untuk 
mewujudkan tujuan. 
Hubungan informasi akuntansi dengan pkh terbagi dua yaitu secara 
eksternal dan internal. Informasi akuntansi pada lingkup internal di pkh 
beragam tergantung pada tingkatannya didalam organisasi atau fungsi yang 
mereka jalankan seperti informasi akuntansi untuk ketua koordinator 
program keluarga harapan berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian 
jangka panjang. 
Informasi akuntansi pada lingkup eksternal di pkh mencakup 
pemerintah, serikat pekerja kecamatan, serikat pekerja desa, serikat 
pekerja dan masyarkat secara keseluruhan yang berfungsi untuk menerima 
dan keluaran dari sistem informasi akuntansi suatu organisasi. Sebagai 
keluaran biasanya lebih bersifat rutin yang diperuntukkan pada 
masyarakat, seperti masyarakat menerima dana bantuan per 3 bulan dan 
melakukan kegiatan rutin dalam program pkh. Sedangkan untuk menerima 
lebih diperuntukan pada pemerintah, kecamatan, desa, staf pekerja 
mengenai bukti-bukti transaksi, laporan keuangan, dan memperoleh 




a) Pengertian Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari   pengurusan atau 
penyelenggaraan   yang dilakukan (Manopo,2015). Akuntabilitas dapat 
diartikan sebagai adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam 
menciptakan penyelenggaraan pemeritahan ke arah yang lebih baik dengan 
berlandaskan good governance (Sari,2017). 
Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah dimana kualitas 
performannya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawab atau 
dalam bentuk pertanggungjawaban. 
b) Jenis Akuntabilitas  
Akuntabilitas dalam lembaga publik dibagi menjadi lima bagian 
yakni:  
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran  
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran merupakan 
pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aktivitas penegakan 
hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak 
melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang 
dimiliki. 
2. Akuntabilitas Manajerial 
Akuntabilitas manajerial adalah merupakan 
pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola manajerial  yang 
harus dilakukan dengan efektif dan efisien. 
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3. Akuntabilitas Program 
Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban yang 
berkaitan dengan program yang akan dijalankan. Orang yang 
berwenang dalam program ini harus dapat menunjukkan apabila 
program yang akan dibangun bisa berjalan dengan baik atau tidak dan 
apa saja upaya yang bisa dilakukan agar program yang akan 
direncanakan bisa berjalan dengan optimal. 
4. Akuntabilitas Kebijakan 
Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berhubungan 
dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai 
kebijakan dan keputusan yang sudah diputuskan atau diambil. Dalam 
hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus dapat 
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan 
baik itu dari tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang 
muncul, hingga berbagai hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari 
kebijakan yang akan atau telah diambil. 
5. Akuntabilitas Finansial 
Jenis akuntabilitas ini berkaitan erat dengan 
pertanggungjawaban lembaga publik terhadap tiap uang yang 
disetorkan masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus 
dapat menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana 
uang tersebut dibelanjakan dan berbagai macam pertanggungjawaban 
lainnya.   
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c) Dimensi Akuntabilitas 
Dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 5 bagian yaitu: 
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accuntability For Probity and 
Legality) 
Akuntabilitas hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas 
kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan 
kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi 
hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik 
organisasi yang sehat. 
2. Akuntabilitas Manajerial 
Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja (performance 
accountability) merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan 
pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. 
3. Akuntabilitas Program 
Program organisasi hendaknya adalah program yang bermutu 
dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan 
organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program 
yang telah dibuat hingga pelaksanaan program. 
4. Akuntabilitas Kebijakan 
Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan 
kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak 




5. Akuntabilitas Financial 
Akuntabilitas finacial adalah pertanggungjawaban lembaga 
publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara 
ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran 
dana, serta korupsi. 
d) Keterkaitan Akuntabilitas dan Program Keluarga Harapan (PKH) 
Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pimpinan atas 
keputusan dan hasil yang dicapai sesuai wewenang yang dilimpahkan dalam 
pelaksanaan tanggung jawab mengelola program keluarga harapan dengan 
prinsip good corporate governance. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, 
maka diharapakn pertanggungjawaban ini lebih meningkat dengan 
intesnsitas dan arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan dari program 
keluarga harapan. Akuntabilitas secara perspektif akuntansi bahwa suatu 
entitas organisasi dapat dibagi empat kelompok yaitu :  
1. sebagai sumber daya financial 
2. kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrative  
3. efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan  
4. hasil program dan kegiatan yang tercermin dalam pencapaian 
tujuan,manfaat, dan efektifitas. 
Hubungan akuntabilitas dengan program keluarga harapan selain 
sebagai wujud pertanggungjawaban atas program pkh juga sebagai bentuk 
pengawasan suatu penugasan. Pengawasan membantu penilaian apakah 
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perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan 
telah dilakukan secara efektif.  
Tujuan pengawasan ini hanya merupakan dorongan dalam pelaporan 
pertanggungjawaban. Pengawasan secara sistematik dapat menetapkan 
standar pelaksanan program keluarga harapan yang terencana dan dapat 
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan dan 
mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi 
untuk menjamin semua sumber daya digunakan secra efektif dan efisien 
dalam pencapaian tujuan.  
3. PKH (Program Keluarga Harapan) 
a) Pengertian PKH 
Program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemberian 
bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang 
ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah 
Indonesia melaksanakan program perlindungan sosial dlakukakan sejak 
tahun 2007  yang dikeanal dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) 
yang terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi tingkat kemiskinan 
(Keluargaharapan.com).  
Program keluarga harapan (PKH) mengacu pada pelaksanaan 
peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tentang Program 
Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dan 
meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan agar lebih terencana  
dan terarah (Hikmat,2018).  
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Secara teknis program pengentasan pengentasan kemiskinan yaitu pkh 
mengubah sistem penyaluran dana tunai menjadi non tunai ini mengacu pada 
peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran 
bantuan sosial secara non tunai dengan tujuan meningkatkan transparasi dan 
akuntabilitas program penyaluran dana mudah dikontrol dan di pantau, dan 
mengurangi penyimpangan.   
b) Tujuan PKH  
Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut :  
1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui 
akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, 
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 
miskin dan rentan, 
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keleuarga penerima 
manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendididkan 
serta kesejahteraan sosial, 
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, 
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada 
keluarga penerima manfaat (KPM).  
c) Manfaat PKH  
Program keluarga harapan diterapkan guna untuk memeberikan akses  
dan memanfaatkan pelayanan sosisal dasar kesehatan, pendidikan, pangan 
dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai 
program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program 
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komplementer secara berkelanjutan. PKH juga diarahkan sebagai 
penanggulangan kemiskinan  yang memberikan sinergi dalam berbagai 
program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Tidak hanya itu 
PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan 
lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai 
dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia 
(Kemensos.go.id). 
d) Sasaran PKH 
Sasaran dari program PKH ini yakni keluarga miskin dan rentan yang 
terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang 
memiliki komponen kesehatan, pendididkan, dan kesejahteraan sosial yang 
berada di wilayah: 
1. Pesisir dan pulau-pulau kecil 
2. Daerah tertinggal atau terpencil  
3. Perbatasan Negara 
e) Kriteria Penerima Bantuan Sosial PKH 
Kriteria komponen penerima bantuan sosial PKH adalah sebagai berikut : 
1. Komponen kesehatan akan menerima anggaran bantuan sebesar Rp. 
1.800.000 per tahun dengan kriteria komponen kesehatan meliputi:  
a) Ibu hamil/menyusui 
b) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun  
2. Komponen pendidikan akan menerima anggaran bantuan sebesar Rp. 
1.800.000 per tahun dengan kriteria komponen pendidikan meliputi:  
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a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat 
b) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau 
sederajat 
c) Anak sekolah menengah/madrasah aliyah atau sederajat 
d) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan 
wajib belajar 12 tahun. 
3. Komponen kesejahteraan sosial akan menerima anggaran bantuan 
sebesar Rp. 2.000.000 per tahun dengan kriteria komponen 
kesejahteraan sosial meliputi:  
a) Lanjut usia mulai dari 60 tahun  
b) Penyandang Disabilitas lebih diutamakan penyandang disabilitas 
berat. 
f) Alur Kerja Penyaluran Bantuan Sosial PKH  
Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Subdit 
bantuan sosial dengan bekerjasama dengan subdit terkait lainnya termasuk 
subdit validasi terminasi, subdit kepesertaan, subdit sumberdaya. Subdit 
validasi dan terminasi memastikan data hasil validasi, pemuktahiran dan 
verifikasi dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai 
penerima bantuan sosial oleh subdit kepesertaan. Subdit bantuan sosial 
mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan 
Sosial Keluarga yang diproses oleh subdit kepesertaan. Subdit sumber daya 
memastikan pendamping melakukan validasi pemutakhiran dan verifikasi 
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 
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g) Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Sosial PKH 
Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi : 
1. pembukaan rekening penerima bantuan sosial 
2. Sosialisasi dan edukasi  
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 
4. Proses penyaluran bantuan sosial PKH  
5. Penarikan dana bantuan sosial PKH  
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran dana bantuan sosial PKH  
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial 
